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ABSTRAK

ﬁiﬁﬂn udara merupakan kemajuan terbesar dalam peradaban manusia. Kehadiran
moda transportast udara 1m1 membenkan solust bam dalam usaha manusia melakukan
perjalanan. Hadirnya moda transportasi ini menjanjikan efektifitas dan efisiens: dar
sepi waklu dan jarak jangkauan yang luar hiasa besarnva, Ketentuan demikian menuntut
pengaturan mengenal standar keamanan dan kesclamatan penerbangan, seria sepala
aspek yvang terkait dengan dunia penerbanpan yang diatur secara internasional dan
tersebar  dalam  berbagai  konvensi, Namun  setiap pencapaian  dalam  teknolog
transportasi tetap membawa konsckuensi yang harus dibayarkan, Dibalik efektifitas dan
efisiensi yang dijanjikan tersimpan resiko vang begitu besar. Seiring memburuknya
kualitas pelavanan maskapai penerbangan dalam negen yang ditandai dengan begitu
seringnya terjadi kecelakaan fatal vang menelan banyak korban telah memicu
kekhawatiran internasional akan kredibilitas maskapai Indonesia. Sebagai wujud nyata
dar adanya kekhawatiran duma intermasional terhadap kredibilitas maskapai Indonesia
adalah dikelvarkannya scbuah resolusi dari Uni FEropa tentang pelarangan terbang
maskapai Indonesia untuk terbang ke Uni Eropa yang telah disetujui oleh ke-27 negara
angpota Uni Eropa pada | Juli 2007, Untuk menpetahul hal tersebut diatas, maka
penulis meremuskan dalam tiga permasalahan yaitu aspek hukuem pelarangan terbang
dari Uni Eropa terhadap maskapai penerbangan Indonesia, implikasi pelarangan terbang
dari Uni Eropa bagi penerbangan nasional, upaya-upaya Indonesia dalam perbaikan
penethangan nasional. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan ini
adalah metode penelitian bukum nommatif, dalam penelitian ind menggunakan bahan
hukum primer dan bahan hvukum sckunder. Disamping itu, penelitian dilakukan pada
Ditjen Hubungan Udara Departemen Perhubungan BRI, Dar hasil penelitian yang
penulis lakukan dapat diketahui bahwa Aspek hukum pelarangan terbang dari Uni
Eropa terhadap maskapai pencrbangan Indonesia dalam ketentuan hukum internasional
dan  prakiek  hubungan internasional adalab belum  final terkail  dengan  tidak
terpenuhinya syarat penetapan suatu maskapai kedalam dattar hitam pelarangan terbang
Uni Eropa walaupun Uni Eropa telah melakukan tiga kali klarifikasi vang tidak dibalas
oleh pemerintah Indonesia (Ditjen Hubud), namun kebijakan tersebut tidak diiring
dengan Audit Review secara langsung. Implikasi pelarangan terbang dari uni eropa bagi
penerhangan nasional secara tidak langsung member dampak yang cukup besar bagi
penerbangan nasional, pariwisata, dan perekonomian dan perdagangan serta adanya
upaya serius dari pemerintah untuk memperbaiki mutu standar keamanan dan
keselamatan penerbangan baik secara nasional dengan perbaikan teknis kelembagaan
vang memegang otorilas sebagal regulator, maupun secara internasional dengan
program jangka panjang road map to sqfety and security, denpan menjalin kerja sama
dengan  otoritas penerhbangan  dunia, 1CAQ  serta  lembaga-lembaga  penerbangan
intcrnasional lainnya seperti [ATA, FAA, ACL CANSO, F5F, IFALPA.



BAB1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Angkulan wdara merupakan kemajuan terbesar dalam peradaban manusia.
Kehadiran moda' transportasi udara ini memberikan solusi bary dalam usaha
manusia melakukan perjalanan. Hadirnya moda transportasi ini menjanjikan
cfektifitas dan efisiensi dan segl waktu dan jarak jangkauan yang luar biasa
besarnya.

Sejak berakhirnya perang dunia I, perkembangan moda transportasi yang
pada awalnya hanya diperuntukkan untuk kepentingan militer ini mulai beranjak
memasukl masa dimana mula  diresakannya manfaat vang  besar  dalam
transportasi baik datam mobilitas manusia maupun barang dan jasa’. Berdasarkan
regulasi vang ketat, moda transportasi ini dijalankan dengan ketelitian dan kehati-
hatian vang sangat tinggl. Ketentuan demikian menuntut pengaturan mengenai
slandar keamanan dan kesclamatan penerbangan. serta segala aspek yang terkait
lengan dunia penerbangan vang diatur secara infernasional dan tersebar dalam
~erbagal konvensi, masing-masing konvensi merupakan kelanjutan dar konvensi

chelumnya. Namun  setiap  pencapaian dalam  teknologl  transporiasi  tetap
‘mibawa konsckucensi vang hams dibavarkan. Dibalik efektifitas dan efisiensi

o dijanpikan tersimpan resiko yang begila besar,

Iatilah “Moda" digunakan dalam berhagai literator Hukum Udars dan Angkass vang
bopada makna Cmodel” atau Cjenis’, seperti dalam buku Standar Eeamanan  dan
wzn Jasa Penerbrngan yang disusun oleh Tim Pusteka Yostisia, din dalam bubu kamsgan
o Mengantar Hukwm Udara Masional dan Tnternasional juga dalam Pecaturan Perundang-

Foomios L3 Tehun 1992 tentang Penerbangan,

“alcomn Bhaw, ffernadions Low, Cambridge Publishing, 2003, hal. 463,



Alat transportasi vang menggunakan teknologi super canggib ini mulai
menjadi  dominan dan sangat penting peranannya ketika manfaat yang
diberikannya mulai dirasakan terutama mampu menghubungkan antara wilayah di
dunia dengan mudah dan chsiensi jarak serta wakiu yang dibutuhkan dalam
konteks global, Sebaliknya, dalam konteks internasional hubungan diplomatik
antar negara merupakan sesuatu vang mutlak dibutuhkan dalam perkembangan
suatu negara. Peranan moda transportasi udara ini menjadi tak terpisahkan dalam
hubungan bemegara, Implikasi ckonomi yang muncul sebagai akibat hubungan
diplomatik antar pegara telah menjadi indikator utama dalam geliat perekonomian
suatu negara dalam berbapai bidang kehidupan,

Meningkamya kebutuhan terhadap alat transporiasi udara memerlukan
pengelolaan bak otoritas oleh suatu negara tertentu atau diserahkan kepada
swasta. Penvelengparnan (ransportasi udara tidak dapat dilepaskan  dan
pertumbuhan ekonomi masyarakat pengguna jasa transportasi udara vang dilavani
dan juga kecenderungan perkembangan ekonomi global®. Pada akhimya ia
melahitkan banyak pengelola jasa penerbangan dalam  bentuk  maskapai
penerbangan. Sejalan dengan pertumbuban ckonomi nasional vang  semakin
membaik, peran Pemerintah yang semula sebagai penyedia jasa dan pelaku
Legiatan ekonomi. akan berubah peran menjadi sebagai regulator’,

Kemunculan maskapai-maskapal tersebut telah  menumbuhkan  geliat
perekonomian sehingga menjadi salah satu scktor atau lahan investasi vang

menjanjikan. Sejalan dengan itu, persmingan antar maskapaipun tak dapat

‘Cperijama Tizkranepars, Hukum Pespaktaon Burang duan Perempang, Rineks Cipla,
aurti, 1995, hal. 74.
“htpzffwww. dephub. go.id hubud! diakses pada tanggal 18 Maret 2008, pukul 17.24 WIB,
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dihindarkan. Berbagai upava maskapai dalam menarik calon penumpang, mulai
dari penurunan tarif vang signifikan, sampai dengan pemberian pelayanan terbang
cuma-cuma telah membuat moda transportasi udara mulai menjeima menjadi
angkutan rakyal yang murah dan tegangkau. Namun, dalam setiap kehijakan tetap
membawa konsekuensi vang harus ditanggung, Dibalik murahnya harga, koalitas
pelayananpun harus dikorbankan untuk menutupi biaya operasional yang tak
tertutupi dan tarif yang murah, sehingga standar kearmapan dan keselamatan
penerbangan pun terabakan,

Sejak tahun 2000, jumlah kecelakaan pesawat penumpang semakin
bertambah setiap tahunnva. Untuk tahun 2006-2007, tercatat 16 kecelakaan
pesawat, baik untuk kasus nngan, maupun berat {Pusal Studi transportasi &
Logistik (PUSTRAL), UGM)’. Diantara kecelakaan-kecelakaan pesawal yang
terjadi, yang paling dahsyat adalah hilangnya pesawat Boeing 737-400 milik
maskapai penerbangan Adam Air, dengan nomor penerbangan KI-374 jurusan
Surabaya-Manado yang diperkirakan jatuh di sekitar peruran Majene, Sulawesi
Harat pada awal tahun 2007 yvang kemudian disusul dengan kecelakaan pesawat
Soeing T37-400 milik maskapai penerbangan Garuda Indonesia dengan nomor
cenerbangan (GA-200 rute Jakarta-Yopyakarta vang terbakar, meledak dan hancur
stelah sebelumnya gagal melakukan landing/pendarmatan di Bandar udara

disutjipto. Yogyakarta®,

Mamun, seinng memburuknys kualitas pelavanan maskapai penerbangan

7 negeri vang ditandai dengan begiiu seringnya terjadi keeclakaan fatal vang

“Wajelah Gatra, “Catatan Kelam Dunia Penerbanpan Nasione™ Tanggal 21 Maret 2007,
l'im Pustaka Yustisia 2007. Standor Keamanan don Keselemotan Sava Penerbangom,
psirstin Yogyakarta, hal. 9-10



menelan banvak korban telah memicu  kekhawatiran  intemasional  akan
kredibilitas maskapai Indenesia, Scbagai wujud nyata dari adanya kekhawatiran
douma  internasional  ferhadap  kredibilitas maskapai  Indonesia  adalah
dikeluarkannya sebuah resolusi dari Uni Eropa tentang pelarangan terbang
maskapai Indonesia untuk terbang ke Uni Eropa vang telah disemjui oleh ke-27
negara anggota Uni Eropa pada [ Juli 2007’

Dikeluarkannya larangan terbang oleh Komisi Uni Eropa tersebut tidak
berdasarkan alasan yang jelas mengingat sejak tahun 2004 Gareda Indonesia
Airlines vang merupakan satu-satunya maskapai oasional Indonesia  yang
melavani rule penerbangan dan Indoneisa ke kota-kota di negara Uni Eropa telah
menutup  seluruh penerbangannya ke Eropa sctelah kurang lebih 30 tahun
melavani penerbangan pada rute tersebut”.

Oleh karena itw. jika situasi seperti ini tetap dibiarkan berlarut-larut tanpa
alanya pembenahan yang berarti baik dan segi teknis dari maskapai penerbangan
maupun dart segi regulasi dar pemerintah, masalah ini akan berdampak buruk
mz21 kepentingan nasional dan juga dengan citm Indonesia di mata internasional.
—al ini terbukti dengan adanva isu bahwa pemerintah Arab Sandi melarmng

—whang maskapal Indonesia (Garuda Indonesia) untuk terbang ke Arab Saodi,
mun sepera diklanfikas babwa larangan itu tidak pemah ada. dan jupa

~omerintah Korea Selatan yang memberikan peringatan bagi maskapai Indonesia

-'-r!p' Uwww depkominfoogoad’ diskses pada tanggal 14 Februari 2008 pukul 13,15 WIB
nitpewww suarekarye-online.comd diekses pada tanggal 28 Marer 2008, pukul 18,15
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yang melayani rute penerbangan ke Korea Selatan untuk segera memperbaiki
Sistem transportasi udara nasional”.

Atas pertimbangan tersebut itu lah maka penulis tertarik untuk membahas
permasalahan ini kedalam suatu bentuk tulisan ilmiah berupa skripsi dengan judul
“ASPEK HUKUM PELARANGAN TERBANG DARI UNI EROPA
TERHADAF MASKAPAI PENERBANGAN INDONESIA  DAN

IMPLIKASINYA BAGI PENERBANGAN NASIONAL”

B. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakanp di atas, apar penulisan ini menjadi lebih terarah
dan mencapal tujuan maka penulis mengemukakan perumusan masalah sebagai
berkul;
I. Bagaimanakah aspek hukum pelarangan terbang dari Uni Eropa terhadap
maskapai penerbangan Indonesia?
2. Bapaimanakah implikasi hukum pelarangan terbang dari Uni Eropa bagi
penerbangan nasional?

Apakah upayva-upaya Indonesia dalam perbaikan penerbangan nasional?

_. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah;
L'ntuk mengetahui dan menganalisis aspek hukum pelarangan terbang dar
Uni Eropa terhadap maskapai penerbangan [ndonesia.
Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi pelarangan terbang dan

L ni bEropa hagi penerbangan nasional.

nipsowww depkominfo.go.id! diakses pada tanggal |8 Maret 2008, pukul [5.20 WIB
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BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian vang telah dipaparkan pada bab sebelumnya dalam
skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

. Aspek hukum pelarangan terbang dari Uni Eropa terhadap  maskapai
penerbangan Indonesia dalam ketentuan hukum internasional dan praktek
hubungan internasional adalah belum final, mengingat bahwa Uni Eropa telah
tiga kali melakukan klarifikasi namun kebijkana penetapan pelarangan terbang
tersebut tidak diiringi dengan audit review, Walaupun dengan alasan yang
cukup jelas vakni keamanan dan keselamatan mengingat seringnya terjadi
Kecelakasn fatal yang dialami oleh maskapai Indonesia, akan tetapi svarat
penctapan suatu maskapai dimasukkan kedalam daftar hitam larangan terbang
Uni Eropa sebagaimana vang tercantum dalam regulasi {EC) No 2111/2005
Parlemen dan Majelis Eropa tidak terpenuhi,

— implikasi pelarangan terbang dari uni eropa bagi penerbangan nasional secarn
mgsung tdak terlalu berdampak bagi penerbangan nasional mengingat sejak
=oun 2004, maskapai Indonesia (Caruda Indonesia Alrlines) tidak melavani
“=< penerbangan ke Eropa lagi setelah selama kurang lebih 30 tahun
w=operasi melavani rute tersebit, Bagi Garuda sendir, efek larangan it

=2t kecil lantaran Garuda tidak memiliki jalur penerbangan langsung ke
o2 begitu pula dengan maskapai-maskapai Indonesia yang lain vang tidak
- memuliki jalur penerbangan langsung ke Eropa kerugian yang terjadi.

“ltkasinya terkait dengan hilangnya potensi pemasukan dari



penjualan tiket kepada turis Eropa saat di Indonesia. Dan apalagi sejak
diperpanjang hingga Agustus 2008, implikasinya dikhawatirtkan akan
memperburuk citra Indonesia dimata Internasional. Selain itu yang lebih
dikhawatirkan adalah perpanjangan larangan terbang tersebut bertepatan
dengan tahun kunjungan wisata Indonesia (Fisir JIndownesia Year 2008)
schingga target kunjungan wisata nasional oleh wistawan mancanegara tidak
lerpenuhi. Serta implikasi ekonomi vang ditimbulkan akibat larangan terbang
inl adalah bertambahnya biaya distribusi perdagangan dari Indonesia ke
negara-negara anggota Uni Eropa, mengingat seluruh maskapai dan jasa
penerbangan  karge juga dilarang mengharuskan  untuk  menggunakan
maskapai asing yang tentunya dengan konsckuensi tambahan biaya lebih.

- Upaya-upaya indonesia dalam perbaikan penerbangan nasional diantaranya;

a. Membentuk Tim Nasional untuk Evalussi Keselamatan dan Keamanan
Transportasi. Setelah tim bekerja dan menyerahkan hasil evaluasi berikut
saran dan rekomendasi, pemerintah telah pula menugaskan Departemen
Perhubungan melaksanakan selurub saran dan rekomendasi itu serta
menuangkannya dalam safeny road map vang harus segera dilaksanakan.

b. Mengganti beberapa pejubal vang berada dalam posisi kunci  di
penvelenggaraan  sistem  transporiasi nasional, antara  lain Mented
Perhubungan dan Dirjen Perhubungan Udara.

c. Usaha peningkatan penerbangan nasional ke depan adalah:.

1} Melanjutkan program Road Map ro Safery. Security, and Services
through Compliances (35+1C) dengan sungpuh-sungguh, kensisten,

dan transparan,

=4
[
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